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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada  
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah: 
1. Konsonan 
 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s/a ś Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha h Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Zal ź Zet (dengan titik di atas) 
  
 
 
 
 
 
 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص Sad ş Es (dengan titik di bawah) 
ض Dad d De (dengan titik di bawah) 
ط Ta ţ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Za z Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘Ain ...’..... Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...’... Apostrop 
ي Ya Y Ye 
  
 
 
 
 
 
2. Vokal 
 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
 
Contoh: 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. كتب Kataba 
2. ذرك Zukira 
3. يذ هب Yazhabu 
 
 
b. Vokal Rangkap 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang gambarnya berupa gabungan 
antaraharakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ى    أ Fathah dan Ya Ai a dan i 
  
 
 
 
 
 
 
و      أ Fathah dan Wau Au a dan u 
 
 
Contoh: 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. كيف Kaifa 
2. وح ل Haula 
 
 
3. Maddah 
 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي    أ Fathah dan Alif 
atau Ya 
ā a dan garis di 
atas 
ي    أ Kasrah dan Ya ī i dan garis di 
atas 
و      أ Dammah dan 
Wau 
ū u dan garis di 
atas 
 
 
Contoh: 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اقل Qāla 
2. قيل Qīla 
  
 
 
 
 
 
 
3. يقول Yaqūlu 
4. ريم Ramā 
 
 
4. Ta Marbutah 
 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada 2 (dua), yaitu: 
 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dhammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh: 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. روضة الأطفال Raud}ah al-at}fa>l/ raud}atul atfa>l 
2. طلحة T{alhah 
 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydi. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
  
 
 
 
 
 
Contoh: 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. رانّب Rabbana 
2. ّنزل Nazzala 
 
 
6. Kata Sandang 
 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan  dengan huruf  yaitu  ال . 
 
Namun dalam tranliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qomariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qomariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh: 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ارّل لج Ar-Rajulu 
2. الجلا ل Al-Jala>lu 
  
 
 
 
 
 
7. Hamzah 
 
Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan 
dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila 
terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab 
berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 
 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. أ لك Akala 
2.  ذخو ن Ta’khuduna 
3. النؤ An-Nau’u 
 
 
8. Huruf Kapital 
 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disebutkan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
  
 
 
 
 
 
Contoh: 
 
No Kalimat Arab Transliterasi 
1. وما ممحد إلا ر سو ل Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
2. الحمد الله ر ب العالمين Al-hamdu lillhi rabbil ‘a>lami>na 
 
 
9. Penulisan Kata 
 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan. 
Contoh: 
 
No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 
1. وإن الله لهو خيرالرازفين Wa innalla>ha lahuwa khair ar- 
ra>ziqi>n/ Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n 
2. فأوفوا الكلي و الميز ان Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na/ 
Fa auful-kaila wal mi>za>na 
 x 
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ABSTRAK 
Perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir dengan menimbang 
bertambahnya jumlah kendaraan sejalan dengan semakin meningkatnya 
kemampuan perekonomian masyarakat dan dalam menciptakan ketertiban lalu 
lintas, keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam pelayanan bidang 
perparkiran dengan tujuan untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku usaha 
jasa parkir terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat kehilangan 
barang di area parkir menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Akad Al-
Wadi’ah. 
Penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimana praktik 
Layanan Jasa Parkir di Luwes Kartasura? 2. Bagaimana praktik Layanan Jasa 
Parkir ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen dan Akad Al Wadi’ah di Luwes Kartasura? 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field reseach). Metode 
pengumpulan data primer melalui wawancara langsung. Metode analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.  
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa klausula baku yang diterapkan 
dalam Layanan Jasa Parkir yang berbunyi “kehilangan bukan tanggung jawab 
Luwes” tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 
no 1(a), 2, dan 3 bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan dan merumuskan 
klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab dan dalam Akad 
Syari’ah Klausula Baku tersebut tidak sesuai dengan asas-asas Akad Syari’ah 
terutama Akad Al Wadi’ah. 
 
 
Kata Kunci : Layanan Jasa Parkir, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 
Akad Al Wadi’ah 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Legal protection for parking service users by considering the increasing 
number of vehicles in line with the increasing economic capacity of the 
community and in creating traffic order, safety and comfort of the community in 
parking service sector with the aim to find out the liability of parking service 
businesses to consumers who suffer losses due to loss goods in the parking area 
according to Law No. 8 of 1999 and Al-Wadi'ah Agreement. 
This study contains the formulation of the problem, namely: 1. How is the 
practice of Parking Services in Luwes Kartasura? 2. How is the practice of 
parking services in terms of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection 
and the Al Wadi'a Agreement in Luwes Kartasura? 
This research is a type of field research (field reseach). Primary data 
collection methods through direct interviews. Data analysis method used in this 
research is qualitative data analysis. 
The results of this study indicate that the standard clauses applied in 
Parking Services that read "loss is not the responsibility of the Flexible" are not in 
accordance with the Consumer Protection Act Article 18 no 1 (a), 2, and 3 that 
businesses are prohibited from including and formulating clauses the standard 
which states the transfer of responsibilities and in the Sharia Agreement the 
Standard Clause is not in accordance with the principles of the Sharia Agreement, 
especially the Al Wadi'ah Akad. 
 
Keywords: Parking Services, Consumer Protection Act, Al Wadi'ah Agreement 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia 
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain 
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.1 Konsumen 
memiliki kedudukan yang lebih lemah dibanding pelaku usaha sehingga 
diperlukan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala 
upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan 
kepada konsumen. 
Perlindungan konsumen merupakan masalah yang sangat penting bagi 
masyarakat yang tidak pernah lepas dari kegiatan penggunaan barang atau 
jasa. Masyarakat sebagai konsumen sangat membutuhkan perlindungan 
konsumen dimanapun ia berada. Perlindungan konsumen perlu diwujudkan 
dalam kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan kepentingan konsumen.2 
Perlindungan konsumen bertujuan untuk : 
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen 
untuk melindungi diri; 
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 
                                                             
1 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
 
2 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
2 
 
 
 
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan 
dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 
mendapatkan informasi; 
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggung jawab dalam berusaha.3   
Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk 
menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen 
dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan 
konsumen itu sendiri.4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan 
bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.5  
Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (UUPK) untuk memberikan perlindungan pada 
konsumen. UUPK mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha/jasa usaha 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 UUPK berisi tentang pelaku usaha 
bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, 
dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang 
                                                             
3 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
 
4 Zulham, S., Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Kencana, 2012); hlm. 23. 
 
5 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
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dihasilkan atau diperdagangkan.6 UUPK tidak dimaksudkan untuk mematikan 
usaha para pelaku usaha, tapi justru sebaliknya yaitu mendorong terciptanya 
iklim berusaha yang sehat, serta lahirnya perusahaan yang tangguh melalui 
penyediaan barang dan/ jasa yang berkualitas.7 
Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang memiliki potensi ekonomi 
yang sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya lahan perdagangan dan 
sektor industri yang semakin pesat, dengan banyaknya area perdagangan di 
Kota Surakarta seperti Mall, ruko, cafe dan pasar, otomatis membuat para 
pebisnis semakin menarik untuk menjalankan usaha di wilayah sekitarnya, 
dengan demikian semakin tinggi pusat perekonomian di Kota Surakarta 
semakin banyak transportasi pribadi yang digunakan untuk memenuhi 
kebutuhannya, sehingga dengan pesatnya transportasi dan perekonomian 
tersebut menimbulkan lahan parkir semakin banyak, untuk dijadikan sebagai 
media keamanan dan keselamatan. 
 Salah satu dari sekian banyak layanan jasa parkir yang berada di Kota 
Surakarta, Luwes adalah sebuah perusahaan retail barang yang memiliki 
banyak cabang dan memiliki area parkir sendiri. Ketentuan layanan parkir di 
area Luwes dibuat oleh perusahaan itu sendiri tanpa adanya campur tangan 
pihak lain, seperti pembuatan karcis, ketentuan konsumen parkir, ketentuan 
retribusi dan semua layanan jasa parkirnya.  
                                                             
6 Pasal 19, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
 
7 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen  (Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 17. 
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Dalam ketentuan jasa parkir khususnya pembuatan kontrak haruslah sesuai 
dengan peraturan-peraturan yang berlaku, supaya hak dan kewajiban antara 
pelaku usaha dan konsumen seimbang dan tidak ada pihak yang dirugikan. 
Seperti halnya pencantuman Klausula Baku di karcis parkirnya. Biasanya 
klausula yang dicantumkan oleh pelaku usaha berisi hal-hal yang berkenaan 
dengan kewajiban konsumen saja tanpa memperhatikan hak-hak konsumen. 
Berdasarkan prinsip syari’ah, perjanjian di dalam Islam disebut dengan 
akad (al-‘aqd) berarti perjanjian, perikatan dan pemufakatan, yang termaktub 
di dalam Al Qur’an yaitu : 
  ْمُكَْيلَع َىلُْتي اَم ِلاإ ِماَعْنلأا ُةَميَِهب ْمَُكل ْتَّلُِحأ ِدُوُقعْلاِب اُوفَْوأ اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي
 ُمُكَْحي َ َّاللَّ َِّنإ ٌمُرُح ُْمتَْنأَو ِدْي َّصلا يِِّلِحُم َرْيَغ
 ُديُِري اَم  
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang 
demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang 
dikehendaki-Nya”.(QS.Al-Maidah:1)8 
Pada dasarnya yang menjadi suatu kewajiban untuk umat Islam agar 
memenuhi akad-akadnya dalam fiqh Islam yaitu rukun, syarat, serta asas-asas 
yang menjadi pedoman dan landasan salah satunya akad Al Wadi’ah yang 
sesuai dengan syari’at Islam. Sebagaimana lazimnya, titipan (Al Wadi’ah) 
                                                             
8 Kementrian Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah / Pentafsir Al-Qur’an, (Surakarta : Desember, 2018)  
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adalah murni akad tolong menolong. Dimana dalam alasan tertentu pemilik  
harta memberikan amanah kepada orang yang dititipi untuk menjaga dan 
memelihara hartanya (benda).9  
Dalam hal ini, peneliti hanya memfokuskan bagaimana praktik layanan 
jasa parkir tersebut dalam pandangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen serta bagaimana pandangan hukum Islam 
khususnya dengan akad Al Wadi’ah yang telah memuat ketentuan akad-akad 
yang berlaku. Dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 
mengangkat judul dalam penelitian ini berjudul “Tinjauan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Akad Al 
Wadi’ah Terhadap Layanan Jasa Parkir” (Studi Kasus di Luwes 
Kartasura). 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan 
masalah yang akan menjadi pembahasan pada materi selanjutnya, yaitu 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana praktik Layanan Jasa Parkir di Luwes Kartasura? 
2. Bagaimana praktik Layanan Jasa Parkir ditinjau dari Undang-Undang No. 
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan akad Al-Wadi’ah di 
Luwes Kartasura? 
C. Tujuan Penelitian 
                                                             
9 M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan  Implementasinya dalam Lembaga Keuangan 
Syari’ah, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009),  hlm. 193 
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Dari latar belakang yang dijelaskan diatas, maka dapat diketahui tujuan 
penulisan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui praktik layanan jasa parkir di Luwes Kartasura 
2. Untuk mengetahui praktik layanan jasa parkir ditinjau dari Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan akad Al-
Wadi’ah di Luwes Kartasura. 
D. Manfaat Penelitian 
Dalam penelitian ini, manfaat utama dari penelitian ini diharapkan tercapai 
secara teoritis dan empiris : 
1. Secara Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dalam 
masalah praktik layanan jasa parkir dan memberikan kontribusi kepada 
masyarakat umum dan kepada para peneliti selanjutnya untuk 
menghasilkan penelitian terbaru. 
2. Secara Praktis  
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran 
kepada lembaga maupun suatu usaha dalam bidang layanan jasa parkir 
yang sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang  
perlindungan konsumen dan juga sesuai dengan akad syari’ah yaitu Al-
Wadi’ah. 
E. Kerangka Teori 
1. Layanan Jasa Parkir  
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Pengertian parkir seperti yang tertuang di Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan, sebagaimana 
tercantum pada Pasal 1 ayat (15), adalah sebagai berikut : 
Keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara 
karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Sedangkan dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, parkir didefinisikan sebagai “menghentikan atau 
menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat di tempat yang sudah 
disediakan.”10 
Pengertian di atas memiliki definisi dari penyedia jasa layanan parkir 
yaitu pengelola lokasi tempat parkir untuk menerima penghentian atau 
penaruhan (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat. Jika melihat fungsi 
dari perparkiran terdapat juga asumsi parkir digunakan sebagai tempat 
penitipan barang yang memiliki arti apabila seseorang menerima sesuatu 
barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan 
mengembalikannya dalam wujud asalnya menurut Pasal 1694 KUH 
Perdata. 
Berdasarkan Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPer) dapat dilihat pengertian penitipan, yaitu : 
                                                             
10 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), di akses 18 Desember 2018. 
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“Penitipan adalah terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang 
dari seseorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan 
mengembalikannya dalam wujud asalnya.”11 
Berdasarkan Pasal 1706 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
pengelola parkir sebagai penerima titipan wajib menjaga dan 
mngembalikan barang-barang yang dititipkan dalam keadaan seperti 
semula pada saat dititipkan. Karena pada prinsipnya usaha perparkiran 
adalah jasa penitipan  barang sehingga berdasarkan Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata apabila barang yang dititipkanhilang maka harus diganti 
dengan wujud yang sama seperti barang yang dititipkan. 
2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
Menurut peraturan perundang-undangan, Perlindungan Konsumen 
adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 
memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan yang dimaksud 
dengan konsumen adalah setiap orang yang pemakai barang dan/atau jasa 
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, 
orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.12 
Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan hukum maupun 
bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan 
kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
                                                             
11 R. Subekti, Aneka Perjanjian, Cetakan Kesepuluh, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 
1995), hlm.107. 
12  Burhanuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal, hlm.1. 
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bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam 
berbagai bidang ekonomi. 
Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi 
perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa yang berawal dari tahap 
kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat 
dari pemakaian barang dan jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen 
itu dapat dibedakan dalam  dua aspek : 
a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan  kepada 
konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. 
b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil 
kepada konsumen.13 
3. Akad Syari’ah Al Wadi’ah 
Akad dalam syari’ah merupakan pertalian ijab (pernyataan melakukan 
ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak 
syari’ah yang berpengaruh kepada objek perikatan. 
Akad berasal dari kata al-‘aqd, yang berarti mengikat, menyambung, 
menghubungkan. Pertemuan antara ijab dan qabul sebagai pernyataan 
kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada 
objeknya.14 Setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya 
tujuan yang diinginkan dari dua belah pihak, seperti adanya perpindahan 
kepemilikan atau kewajiban setelah terjadinya akad. Apabila seseorang 
                                                             
13 Adrianus Meliala, Praktik Bisnis Curang, (Jakarta : Pustaka sinar Harapan, 1993), hlm. 
152. 
 
14 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm.  68. 
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telah melakukan perbuatan hukum dan melanggar hukum maka kepada 
pelakunya akan dijatuhi sanksi.15 
Dalam ayat Al-Qur’an dijelaskan : 
 اوُمُكَْحت َنأ ِساَّنلا َنَْيب ُمتْم َكَح َاِذإَو اَهِلَْهأ َٰىلِإ ِتَاناََمْلْا اوُّدَُؤت َنأ ْمُكُرُْمَأي َ َّاللَّ َِّنإ
 َ َّاللَّ َِّنإ   ۚ  ِلْدَعْلِاب       مُكُظَِعي ا َّمِِعن 
  ريِصَب ا عيِمَس َناَك َ َّاللَّ َِّنإ   ۚ  ِِهب  
Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah dalam menjalankan 
amanah antar sesama manusia, selain menjalankan amanah disini juga 
dijelaskan bahwa apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan 
perjanjian, maka wajib bagi adanya unsur keadilan diantara kedua belah 
pihak.16 
Dalam ayat ini juga menjelaskan mengenai amanat serta kewajiban 
bagi pemegang amanat untuk menyampaikan apa yang telah diamanatkan. 
Akad yang digunakan dalam transaksi perparkiran adalah akad wadi’ah. 
Akad wadi’ah adalah akad amanah yang mendasarkan pada aspek tolong 
menolong, secara umum terdapat dua jenis wadi’ah, yaitu Wadi’ah yad al-
amanah dan Wadi’ah yad ad-damanah.17 
4. Tanggung Jawab Hukum  
                                                             
15 Chairuman Pasaribu dan Suharwandi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, 
(Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 2. 
16 An Nisa’ (4) : 58  
 
17 M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah, Cet. Ke-1 (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), 
hlm. 197. 
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Tanggung jawab hukum secara definisi merupakan kesadaran manusia 
akan tingkah laku atau perbuatan baik yang sengaja maupun yang tidak 
disengaja. Tanggung jawab berarti juga berbuat sebagai perwujudan 
kesadaran akan kewajiban.   
Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab 
seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan 
hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan 
perbuatan pidana. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan 
hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada 
pihak yang dirugikan.18 
Menurut pasal 1365 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perbuatan 
melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan 
oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi 
orang lain. 
F. Tinjauan Pustaka 
Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang layanan jasa 
parkir adalah sebagai berikut : 
Pertama, dalam tesis yang disusun oleh Tri Karyono dengan judul 
“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Layanan Parkir 
Terhadap Penggunaan Klausula Baku dalam Karcis Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di 
Wilayah Kota Yogyakarta”. Bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab 
                                                             
18 Komariah, Edisi Revisi Hukum Perdata, (Malang : Universitas Muhammadiyah 
Malang, 2001), hlm. 12. 
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pengelola perparkiran terhadap penitipan kendaraan bermotor di wilayah 
Kota Yogyakarta dalam mensikapi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen.19  
Kedua, dalam skripsi karya M. Ni’am Al-Fariz yang berjudul 
“Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta (Studi Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang 
Penyelenggaraan Perparkiran)”.20 Dalam skripsi tersebut menjelaskan 
tentang faktor yang menyebabkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 
Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran 
belum berjalan dengan maksimal. Dan juga pengendalian dan pengawasan 
perparkiran di Kota Yogyakarta yang kurang rapi dan tertib sehingga 
menyebabkan terjadinya kemacetan dipinggir jalan. 
Ketiga, artikel karya Shanti Rachmadsyah, S.H. yang berjudul 
“Perlindungan Konsumen (Klausula Baku di Dalam Brosur)”.21 Dalam 
artikel tersebut menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi 
dan/atau memperdagangkan barangdan/atau jasa yang tidak sesuai dengan 
janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi 
penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Jadi, seorang pelaku usaha tidak 
                                                             
19 Tri Karyono, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Layanan Parkir 
Terhadap Penggunaan Klausula Baku Dalam Karcis Berdasarkan UU Nomor 8 Tahhun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen di Wilayah Kota Yogyakarta”, tesis, Magister Hukum 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2002 
20 M. Ni’am Al-Fariz yang berjudul “Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta 
(Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang 
Penyelenggaraan Perparkiran)”. 
 
21 Shanti Rachmadsyah, S.H. yang berjudul “Perlindungan Konsumen (Klausula Baku di 
Dalam Brosur)” diakses pada tanggal 12 Desember 2018, jam 10.30. 
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boleh memeperdagangkan barang dan/atau jasa yagn tidak sesuai dengan 
apa yang dipromosikannya. 
Keempat, dalam jurnal penelitian Rachamnto Satuhu, Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas hukum 
Malang 2013, yang berjudul “Kendala Dinas Perhubungan dalam 
mengawasi dan memberi Pembinaan bagi pengelola parkir untuk 
mencegah penggunaan klausula eksonerasi pada karcis (Studi di 
AreaParkir Kota Malang)”, dari penelitian ini meninjau bagaimana peran 
Dinas Perhubungan Kota Malang dalam pembuatan atau penerapan karcis 
yang sifatnya mengandung klausula eksonerasi dalam perjanjian baku 
yang sering digunakan dalam layanan jasa parkir.22 
Kelima, Skripsi karya Cahyani Purnamasari yang berjudul 
“Pencantuman Klausula Baku Pada Karcis Parkir Kendaraan Prespektif 
Teori Akad Wadi’ah (Studi Kasus Di Tempat Parkir Solo Grand Mall 
Kota Surakarta)”. Dalam skripsi tersebut meninjau bagaimana prespektif 
akad wadi’ah di perparkiran Solo Grand Mall yang tidak bertentangan 
dengan asas-asas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen.23 
                                                             
22 Rachamnto Satuhu, “Kendala Dinas Perhubungan dalam mengawasi dan memberi 
Pembinaan bagi pengelola parkir untuk mencegah penggunaan klausula eksonerasi pada karcis 
(Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang)”, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 
Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, Malang 2013 di akses pada 12 Desember 2018 
23 Cahyani Purnamasari, “Pencantuman Klausula Baku Pada Karcis Parkir Kendaraan 
Prespektif Teori Akad Wadi’ah (Studi Kasus Di Tempat Parkir Solo Grand Mall Kota 
Surakarta)”, Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2018.   
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Dari beberapa penelitian yang ada diatas, ada kesamaan dan perbedaan 
yang dibahas dalam penulisannya, adapun kesamaannya adalah dari objek 
yang dikaji yaitu layanan jasa parkir dan beberapa analisis dan refrensi 
yang dipakai. Adapun yang menjadi titik pembeda adalah area yang 
dijadikan penelitian dan tinjauan yang dikaji dalam menganalisis objek 
yang sama tersebut, dalam penelitian penulis mengggunakan Undang-
Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen di dalam Akad 
Al-Wadi’ah, dengan menggunakan 2 prespektif ini akan menjadi semakin 
lengkap penjelasannya dari undang-undang secara umum dan konsep akad 
al-wadi’ah yang digunakan sebagai memperkuat dalam menganalisis 
penulisan tersebut.  
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun proposal skripsi 
ini adalah Penelitian lapangan (field reseach) yaitu penelitian yang 
memfokuskan pada kasus yang terjadi di lapangan yang diperoleh 
secara langsung dari praktik layanan jasa parkir. Dan untuk 
mendukung data primer, dibutuhkan juga data dari pustaka yaitu 
mencari data-data sekunder yang didapat dari menelaah dan 
mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian yang 
berupa laporan-laporan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 
layanan jasa parkir. 
2. Sumber Data 
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Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 
dua kategori yaitu data primer dan data sekunder : 
a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek 
yang diteliti berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui 
wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel 
penelitian.24 Dalam studi lapangan ini dapat diperoleh data atau 
keterangan secara langsung dengan wawancara dari layanan 
jasa parkir yang terkait yaitu, kepala bidang perparkiran Luwes 
Kartasura dan Juru Parkir. 
b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, 
hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.25 
Yang kaitannya dengan klausula baku dalam layanan jasa 
parkir di Luwes Kartasura. 
c. Data Tersier adalah bahan bacaan lain yang berkaitan dengan 
masalah penelitian. Dalam penelitian ini, menggunakan 
litteratur hasil penelitian (skripsi, tesis, dan jurnal) yang 
berkaitan dengan Akad Al-Wadi’ah.  
3. Teknik Penggambilan Sampel 
Teknik sampling merupakan teknik pengambilaan sampel. Dalam 
penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 
                                                             
24 Jonathan Sarwono, Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, (Yogyakarta : 
Graha Ilmu, 2006), hlm. 209. 
25 Amirrudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 
2004), hlm. 30. 
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metode simpel random sampling. Simpel random sampling merupakan 
teknik penggambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa adanya 
ketentuan tertentu. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai macam 
metode dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian. Metode 
dan pendekatan tersebut antara lain : 
 
a. Wawancara 
Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung 
antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk 
mendapatkan informasi.26 Untuk mendapatkan informasi yang 
objektif dalam penyusunan skripsi perlindungan hukum pengguna 
jasa parkir di Kota Surakarta, maka penulisakan melakukan 
wawancara dengan Kepala Bidang Perparkiran Luwes Kartasura 
dan juru parkir.  
b. Observasi  
Pengamatan dari peneliti baik secara terlibat maupun tidak terlibat 
terhadap objek penelitian. Instrumen yang dapat digunakan yaitu 
lembar pengamatan dan paduan pengamatan.27  
                                                             
26 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 
(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 161. 
 
27 Julliansyah Noor, Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, 
(Jakarta : Predana Media Grup, 2013), hlm.140. 
 
17 
 
 
 
c. Dokumentasi 
Sebagai pendukung penelitian, penulis juga meneliti dokumen dari 
sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, 
majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan 
permasalahan penelitian.28  
5. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematif 
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-
bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan memperoleh informasi yang 
bermanfaat untuk orang lain.29  
Miles dan Huberman mengemukakan bahwa dalam analisis data 
kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga penelitian 
selesai. Analisis data kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data 
berlangsung hingga selesai dalam periode waktu tertentu. Pada saat proses 
wawancara, penulis mulai menganalisis jawaban narasumber. Jika 
jawaban narasumber yang sudah dianalisis terasa belum lengka, maka 
penulis akan mengajukan pertanyaan lagi sampai data yang diperoleh 
dianggap lengkap. 
Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, maka langkah 
selanjutnya penulis akan menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik 
kesimpulan. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode 
                                                             
28 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), 
hlm.. 57. 
29 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2014), hal. 2. 
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deduktif yaitu melihat fakta-fakta secara umum dan peristiwa khusus 
konkrit yang mempunyai sifat khusus.30  
Metode analisis yang digunakan dalam skripsi ini yaitu, pendekaan 
deskripstif kualitatif. Deskriptif Kualitatif adalah memberikan pendekatan 
kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.31 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman 
terhadap permasalahan yang diangkat, penulis membagi menjadi 5 bab 
yang terdiri dari : 
BAB I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, 
metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II : Landasan Teori mengenai Layanan Jasa Parkir, Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen, dan Akad Al-Wadi’ah.  
BAB III : Deskripsi Data penelitian mengenai Luwes Kartasura dan 
praktik perparkiran di Luwes Kartasura. 
BAB IV :  Analisis tentang praktik layanan jasa parkir di Luwes Kartasura 
menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen yang dikaitkan dengan akad dalam syari’ah yaitu akad Al 
Wadi’ah. 
                                                             
30 Sutrisno Hadi, Metode Reseach, Jilid 1, (Yogyakarta : Andi, 2002), hal. 42.  
 
31 Kartino Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung : Mandar Maju, 2000), 
hal. 32.  
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BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran 
bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. 
20 
BAB II 
TINJAUAN UMUM LAYANAN JASA PARKIR, UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, DAN AKAD  
AL-WADI’AH 
 
A. Layanan Jasa Parkir 
1. Pengertian Parkir 
Dalam buku pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir 
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, parkir adalah keadaan tidak 
bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.1 Dalam 
Kamus Bahasa Indonesia, parkir adalah menghentikan atau menaruh 
kendaraan bermotor untuk beberapa saat di tempat yang sudah 
disediakan. Jika melihat fungsi perparkiran terdapat juga asumsi parkir 
sebagai tempat penitipan barang yang memiliki arti apabila seorang 
menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia 
akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.2 
Definisi parkir menurut para ahli yakni sebagaimana diuraikan 
dibawah ini : 
Joko Murwono, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu 
kendaraan yang tidak bersifat sementara dan pengemudi meninggalkan 
                                                             
1 Direktur Jendral Perhubungan Darat, “Pedoman Teknis Penyelenggaraan 
Fasilitas Parkir” dikutip dari  fasilitas_parkir.pdf diakses tanggal 19 September 2019. 
2 Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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kendaraannya termasuk kepentingan menaikkan dan menurunkan 
orang atau barang.3 
Warpadi, parkir adalah semua kendaraan tidak mungkin bergerak 
terus, pada suatu saat ia harus berhenti untuk sementara waktu 
(menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama. 
2. Jenis-Jenis Parkir 
a. Parkir Berdasarkan Penempatan 
1) Parkir di badan jalan (on street parking) adalah fasilitas 
parkir yang menggunakan tepi jalan sebagai ruang 
parkirnya. 
2) Parkir di luar jalan (off street parking) adalah tata guna 
lahan yang khusus disediakan sebagai ruang parkir dan 
mempunyai pintu pelayanan masuk atau pintu pelayanan 
keluar sebagai tempat mengambil atau menyerahkan karcis 
sehingga dapat mengetahui secara pasti jumlah kendaraan 
dan jangka waktu kendaraan yang diparkir.4 
b. Parkir Berdasarkan Status 
1) Parkir umum adalah area parkir yang menggunakan lahan 
yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
2) Parkir khusus adalah area parkir yang menggunakan lahan 
yang pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak ketiga. 
                                                             
3 Hariadi Tri Pambudi, “Evaluasi Kapasitas Parkir Unila Berdasarkan Kebutuhan Satuan 
Ruang Parkir (SRP)”, Skripsi, Fakultas Teknik Universitas Lampung, 2018  
 
4  Direktur Jendral Perhubungan Darat, “Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir” 
dikutip dari  FASILITAS_PARKIR.pdf diakses tanggal 19 September 2019, hlm. 2. 
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3) Parkir darurat adalah parkir di tempat umum yang 
menggunakan lahan milik Pemerintah Daerah maupun 
swasta karena kegiatan insidentil. 
4) Gedung parkir adalah bangunan yang digunakan sebagai 
tempat parkir yang dikelola dan dikuasai Pemerintah 
Daerah atau pihak ketiga yang telah mendapat izin dari 
Pemerintah Daerah. 
5) Area parkir adalah suatu bangunan atau lahan parkir yang 
dilengkapi dengan fasilitas sarana perparkiran yang 
diperlukan dan pengelolanya dikuasai Pemerintah Daerah. 
c. Parkir Berdasarkan Jenis Kendaraan 
1) Parkir untuk kendaraan roda dua tidak bermesin (seperti 
sepeda). 
2) Parkir untuk kendaraan roda dua bermesin (seperti sepeda 
motor). 
3) Parkir untuk kendaraan roda tiga, roda empat, atau lebih 
dan bermesin (seperti mobil, taxi, truk, dan lain-lain). 
d. Parkir berdasarkan Jenis Tujuan Kendaraan  
1) Parkir penumpang adalah untuk kebutuhan menaikkan dan 
menurunkan penumpang 
2) Parkir barang adalah untuk kebutuhan bongkar muat 
barang. 
e. Parkir Berdasarkan Jenis Kepemilikan dan Pengoprasian 
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1) Milik swasta dan dikelola oleh swasta. 
2) Milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Pemerintah 
Daerah. 
3) Milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh swasta.5 
3. Hak dan Kewajiban Pengelola Parkir, Petugas Parkir dan Pengguna 
Jasa Parkir 
Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Perhubungan diatur mengenai hak dan kewajiban 
pengelola parkir, petugas parkir dan pengguna jasa parkir.6 
a. Hak dan Kewajiban Pengelola Parkir 
1) Hak Pengelola Parkir adalah sebagai berikut : 
a) Mengelola tempat lahan parkir yang ditetapkan 
b) Memperoleh hasil pungutan retribusi yang telah 
dilakukan petugas parkir sebesar 35% dari pendapatan 
parkir. 
c) Mendapatkan perlindungan keamanan dari Pemerintah 
Daerah dari kegiatan parkir ilegal atau tidak resmi dan 
d) Mendapatkan jaminan kepastian dalam mengelola lahan 
parkir. 
2) Kewajiban Pengelola Parkir adalah sebagai berikut : 
                                                             
5 Galeri Pustaka, “Pengertian, Cara dan Jenis Parkir” dikutip dari http://www. 
galeripustaka.com/2013/05/pengertian-cara-dan-jenis-parkir.html diakses tanggal 29 
Juni 2019. 
6 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Perhubungan. 
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a) Menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan 
kelancaran lalu lintas di kawasan lokasi parkir yang 
dikelola. 
b) Menyerahkan hasil pungutan retribusi kepada Walikota 
melalui Dinas sesuai kontrak atau ketetapan retribusi. 
c) Memungut tarif retribusi sesuai dengan Peraturan 
Daerah tentang Retribusi Daerah. 
d) Membina dan memperkerjakan petugas parkir yang 
cakap, jujur dan terampil; dan  
e) Mematuhi dan melaksanakan hubungan Perburuhan 
atau Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan 
Perundang-Undangan di bidang ketenagakerjaan.7 
b. Hak dan Kewanjiban Petugas Parkir 
1) Hak Petugas Parkir adalah sebagai berikut : 
a) Memperoleh penghasilan sebesar 25% dari pendapatan 
parkir; 
b) Memungut Retribusi Parkir sesuai ketentuan Peraturan 
Daerah tentang Retribusi Daerah; dan 
c) Mendapat jaminan sosial dan hak-hak lainnya dari 
pengelola parkir. 
2) Kewajiban Petugas Parkir adalah sebagai berikut:8 
                                                             
7 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 
Perhubungan. 
8 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 
Perhubungan.  
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a) Melaksanakan tugas yang ditetapkan pengelola yang 
telah disahkan oleh Dinas; 
b) Menyerahkan bukti retribusi parkir kepada pengguna 
jasa parkir; 
c) Menyerahkan hasil pemungutan retribusi parkir kepada 
pengelola; 
d) Memakai seragam parkir, beserta kelengkapan yang 
telah ditetapkan dan kartu tanda anggota; 
e) Memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa Parkir 
dengan baik; 
f) Menata dengan tertib kendaraan yang diparkir sesuai 
pola parkir yang ditetapkan; 
g) Memberikan jaminan keamanan; 
h) Memberikan ganti rugi atas kehilangan kendaraan 
termasuk kelengkapannya dan/atau kerusakan yang 
dialami karena kesengajaan atau kealpaan; 
i) Mematuhi ketentuan tarif retribusi parkir yang berlaku; 
dan 
j) Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan 
lingkungan parkir. 
c. Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa Parkir 
1) Hak Pengguna Jasa Parkir adalah sebagai berikut : 
a) Memperoleh bukti pembayaran retribusi parkir; 
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b) Mendapat pelayanan yang baik dari petugas parkir; 
c) Mendapat ganti rugi atas terjadinya kehilangan dan/atau 
kerusakan yang dialami. 
2) Kewajiban Pengguna Jasa Parkir adalah sebagai berikut : 
a) Menempatkan kendaraan di tempat yang sesuai dengan 
peruntukannya; 
b) Mematuhi semua tanda-tanda parkir dan/atau petunjuk 
yang ada; 
c) Meminta karcis parkir pada saat parkir; 
d) Menunjukan dan membayar retribusi parkir kepada 
petugas parkir pada saat akan meninggalkan tempat 
parkir.9 
 
 
B. Klausula Baku  
Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen berbunyi “Klausula baku 
(selanjutnya disebut perjanjian baku) adalah setiap aturan atau 
ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan 
terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan 
                                                             
9  Dinas Perhubungan Kota Surakarta, “Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 
tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Bab Perparkiran dan Pemindahan Kendaraan)”, Makalah 
pada Sosialisasi di Dinas Perhubungan Kota Surakarta  tanggal 28 Juni 2014, hlm. 2-4. 
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dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib 
dipenuhi oleh konsumen”.10 
Perjanjian baku berasal dari 2 (dua) kata yaitu kata 
“Perjanjian” dan “Baku” yang menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia masing-masing berarti: 
Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji 
kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 
melaksanakan sesuatu hal. 
Baku adalah tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau 
kualitas yang diterapkan berdasarkan kesepakatan, standar. 
Definisi perjanjian baku menurut para ahli memang sangat 
bervariasi sebagaimana diuraikan di bawah ini: 
Abdulkadir Muhammad, perjanjian baku artinya perjanjian 
yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman 
bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan 
pengusaha. Yang dibukukan dalam perjanjian baku ialah meliputi 
model, rumusan dan ukuran.11 
Sutan Remi Sjahdeni, perjanjian baku ialah perjanjian yang 
hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh 
pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai 
peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.45 
                                                             
10 Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen.  
 
11 Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI, Pemberdayaan Hak-Hak Konsumen di 
Indonesia, (Jakarta: Direktorat Perlindungan Konsumen 2001), hlm. 183.  
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Sluijter, perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan 
pengusaha itu (yang berhadapan dengan konsumen) adalah seperti 
pembentuk undang-undang swasta (legio particuliere wetgever).12 
Pitlo, perjanjian baku adalah perjanjian paksa.13 
1. Ciri-Ciri Perjanjian Baku 
Dari pendapat para ahli diatas maka dapat diambil ciri-ciri dari 
perjanjian baku yang disimpulkan sebagai berikut: 
a. Perjanjian baku bukanlah perjanjian murni karena pada saat 
dibuat hanya ada satu pihak yang mengetahuinya yaitu si 
pelaku usaha itu sendiri dan tidak ada negosiasi (perjanjian 
sepihak). 
b. Perjanjian baku memuat syarat-syarat eksonerasi yang 
membuat pembatasan dan/atau pengalihan tanggung jawab 
dari si pembuat perjanjian (produsen), 
Isi perjanjian sudah dibuat dan ditetapkan terlebih dahulu 
oleh satu pihak dan untuk diberlakukan secara berulang-
ulang (biasanya oleh pengusaha atau produsen dalam 
melakukan perjanjian dengan konsumen), 
c. Perjanjian baku tersebut sudah dicetak dalam suatu kertas 
perjanjian dan tidak dapat dilakukan perubahan lagi kecuali 
oleh yang membuat dan menetapkan, 
                                                             
12 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Baku (Standart) Perkembanganannya di 
Indonesia, (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), hlm. 105.  
 
13 Suharnoko, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 125  
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d. Umumnya perjanjian baku harus dimintakan tanda tangan 
atau paraf dari pihak yang ‘terpaksa’ menerima saja isi 
perjanjian tersebut namun dalam praktek banyak perjanjian 
baku yang tidak diperlukan tanda tangan dan/atau paraf 
melainkan hanya berupa ketentuan-ketentuan umum dalam 
satu produk seperti halnya karcis parkir kendaraan. 
2. Jenis-Jenis Perjanjian Baku 
Mariam Darus Badrulzaman membedakan klausula baku 
atau perjanjian baku menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:14 
a. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya 
ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam 
perjanjian itu. Pihak yang kuat disini adalah pihak kreditur 
yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat 
dibandingkan debitur. Kedua pihak lazimnya terikat dalam 
organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif. 
Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah ialah perjanjian 
baku yang mempunyai objek hak-hak atas tanah. Dalam 
bidang agraria, misalnya formulir-formulir perjanjian 
sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri 
Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1977 Nomor 104/Dja/1977, 
yang berupa antara lain akta jual beli, model 1156727, akta 
hipotik model 1045055, dan sebagainya. 
                                                             
14 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Baku (Standart) Perkembanganannya di 
Indonesia, (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), hlm. 106.   
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b. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau 
advokat terdapat perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak 
semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari 
anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau advokat 
yang bersangkutan.15 
C. Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
1. Pengertian Perlindungan Konsumen 
Perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-
kaidah hukum yang mengatur hubungan masalah antara berbagai pihak 
satu sama lain berkaitan dengan barang/atau jasa konsumen di dalam 
pergaulan hidup.16 
Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindugan Konsumen, 
selanjutnya disingkat UUPK 8/1999 adalah “segala upaya yang 
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan 
kepada konsumen”. 
Pengertian konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 UUPK 8/1999 tenang 
Perlindungan konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/jasa 
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 
keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 
diperdagangkan”. 
                                                             
15  Ibid, hlm. 39-40 
 
16 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Grasindo, 2000), hal. 9  
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Sementara itu, pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Angka  
UUPk 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang 
perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 
maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 
melakukan kegiatan dalam wilyah hukum negara Republik Indonesia, 
baik sendiri maupun bersama-saa melalui perjanjian 
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. 
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 
Asas hukum menurut Paul Scholten adalah kecenderungan yang 
memberikan suatu penilaian yang bersifat etis terhadap hukum. Begitu 
pula menurut H. J. Hommes, asas hukum bukanlah norma hukum yang 
konkrit, melainkan sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum 
yang berlaku. Mirip dengan pendapat itu, menurut Satjipto Rahardjo 
asas hukum mengandung tuntutan etis, merupakan jembatan antara 
peraturan dan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.17 
 
 
Asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, yaitu : 
a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala 
upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus 
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen 
dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahw 
                                                             
17 Wahyu Sasongko, Hukum Perlindungan Konsumen,( Jakarta : Grasindo, 2003) hlm. 36.  
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pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak 
dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak 
lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada 
masing-masing pihak, produsen dan konsumen, apa yang menjadi 
haknya. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan 
penegakkan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi 
seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi 
kehidupan berbangsa.18 
b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 
melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki 
bahwa melalui pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan 
konsumen ini, konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui 
perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Karena 
itu, undang-undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban 
konsumen dan pelaku usaha (produsen).19  
c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan 
keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan 
pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. 
                                                             
18 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung : Citra Perkasa, 2013) 
hlm 31. 
19 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung : Citra Perkasa, 2013)  
hlm 31.  
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d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 
konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang 
dan/jasa yang dikonsumsi dan digunakan. 
e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun 
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 
menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin 
kepastian hukum. 
Dengan memperhatikan kepentingan dan keperluan konsumen di 
berbagai negara, khususnya di negara-negara sedang berkembang, 
harus diakui bahwa konsumen mengalami kondisi ketidakseimbangan 
ekonomi, tingkat pendidikan, daya tawar menawar, dan dengan 
memperhatikan bahwa pada dasrnya konsumen mempunyai hak 
terhadap produk yang tidak berbahaya, juga mempunyai hak untuk 
memajukan pembangunan sosial ekonomi dan perlindungan 
lingkungan secara adil dan berkesinambungan, maka rambu-rambu 
perlindungan konsumen ini mempunyai tujuan sebagai berikut:20 
1. Membantu Pemerintah mencapai dan mempertahankan 
perlindungan yang memadai bagi masyarakat sebagai 
konsumen. 
2. Memfasilitasi pola produksi dan distribusi yang responsive 
terhadap kebutuhan konsumen. 
                                                             
20 M. Sadar. Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi. Hukum Perlindungan Konsumen di 
Indonesia (Jakarta : Akademia, 2012), hlm 21.  
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3. Membuat kode etik produksi serta distribusi barang dan jasa 
kepada konsumen. 
4. Membantu Pemerintah mencegah praktik bisnis yang kotor dari 
seluruh pelaku usaha secara nasional dan internasional yang 
berdampak pada konsumen. 
5. Membangun kondisi pasar yang memberikan kesempatan 
kepada konsumen dengan pilihan yang luas dengan harga yang 
murah, dan lain sebagainya. 
3. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Perlindungan Konsumen  
a. Konsumen 
Konsumen secara umum adalah pihak yang mengkonsumsi 
suatu produk. Menurut kamus hukum Dictionary of Law Complete 
Edition konsumen merupakan pihak yang memakai atau 
menggunakan barang dan jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri 
maupun untuk kepentingan orang lain.21 
Arti konsumen di Indonesia sesuai dengan Pasal 1 anka (2) 
UUPK adalah : “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang 
dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk 
hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.22  
                                                             
21 M. Marwan dan Jimmy. P, Kamus Hukum (Surabaya : Reality Publisher, 2009), hlm. 
378.  
 
22 Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 
1999, TLN Nomor 3821, Pasal 1 angka (2).  
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Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 1 angka (2) UUPK, 
kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir 
(ultimate customer). Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat 
digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus 
menunjukan barang dan/atau jasa yang dipakai tidak selalu harus 
memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk 
memperoleh barang dan/atau jasa itu.23 
Jadi sudah jelas bahwa yang dimaksudkan dengan 
konsumen itu hanyalah orang pemakai akhir dari suatu produk 
barang dan jasa. Dalam pengertian bahwa produk yang dibelinya 
tersebut adalah untuk dikonsumsinya sendiri dan tidak untuk 
diperjualbelikan lagi.24 
Hak dan kewajiban konsumen. Secara umum dikenal ada 4 
(empat) hak dasar konsumen, yaitu :25 
1. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety); 
2. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be 
informed); 
3. Hak untuk memiliki (the right to choose); 
4. Hak untuk didengar (the right to be heard). 
                                                             
23 M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, Hukum Perlindungan Konsumen di 
Indonesia (Jakarta : Akademia, 2012), hlm. 7.  
24 Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Liku-Liku Perjalanan UUPK (Jakarta : YLKI 
dan USAID), hlm. 4. 
 
25 Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (Jakarta : Diadit 
Media, 2001), hlm. 17.  
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Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU 
Nomor 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut : 
(a) Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 
(b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta 
mendapatkan barang dan/ataujasa tersebut dengan nilai 
tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 
(c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 
(d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas 
barang dan/atau jasa yang digunakan; 
(e) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan 
upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen 
secara patut; 
(f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan 
konsumen; 
(g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan 
jujur serta tidak diskriminatif; 
(h) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau 
penggantian, apakah barang dan/atau jasa yang diterima 
tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 
mestinya. 
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(i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan lainnya. 
Adapun mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam Pasal 
5 UUPK, yakni : 
1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemkaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi 
keamanan dan keselamatan. 
2.  Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian 
barang dan/atau jasa. 
3.  Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 
4.  Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa 
perlindungan konsumen secara patut. 
b. Pelaku Usaha 
Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang 
menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk 
didalamnya pembuat, grosir, leveransir dan pengecer profesional, 
yaitu setiap orang/badan yang ikut serta daolam penyediaan barang 
dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat profesional 
merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggung 
jawaban dari produsen.26 
                                                             
26 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung : Citra Perkasa, 2013), 
hlm. 16.  
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Pasal 1 ayat (3) UUPK, memberikan pengertian pelaku 
usaha sebagai berikut :27 
“pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik 
yang berbentuk badan hukum maupun bukan bdan hukum yang 
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 
wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha 
dalam berbagai bidang ekonomi”. 
Dalam hal ini sebagai penyelenggara kegiatan usaha, 
pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas 
akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh 
usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti 
seorang produsen.28 
 Hak pelaku usaha menurut Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 
1999, yaitu : 
1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang/atau jasa 
yang diperdagangkan. 
2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan 
konsumen yang beritikad tidak baik. 
                                                             
27 Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. UU Nomor 8 Tahun 
1999 TLN Nomor 3821, Pasal 1 ayat (3).  
28 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung : Citra Perkasa, 2013)., 
hlm. 17.  
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3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 
penyelesaian hukum sengketa konsumen. 
4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/atau 
jasa yang diperdagangkan. 
5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Adapun dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 diatur 
kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut : 
(a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 
(b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang/atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 
(c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan 
jujur serta tidak diskriminatif. 
(d) Menjamin mutu barang/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu 
barang/atau jasa yang berlaku. 
(e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji 
dan/atau mencoba barang/atau jasa tertentu serta memberi 
jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 
diperdagangkan. 
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(f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas 
kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan 
barang/atau jasa yang diperdagangkan. 
(g) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila 
barang/atau jasa yang diterima atau dimanfaat tidak sesuai 
dengan perjanjian. 
D. Akad Al Wadi’ah 
Adapun yang dimaksud akad “yang sesuai dengan kehendak 
syariat” adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau 
lebih apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’, misalnya 
kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau 
merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kalimat 
“berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya ialah terjadinya 
perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada 
pihak yang lain (yang menyatakan kabul).29 
 Adapun Rukun-rukun Akad adalah sebagai berikut : 
Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang 
sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan 
masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan ijtihad 
yang diwujudkan oleh akad tersebut. Adapun rukun-rukun akad ialah 
sebagai berikut :30 
                                                             
29 Daeng Naja, Akad Bank Syariah, hlm. 19.  
 
30 Abdul Rahman Gazali Dkk, Fiqh Muamalah. Hlm. 44.  
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a. ‘aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak 
terdiri atas satu orang, terkadang terdiri atas beberapa orang 
misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-
masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan 
sesuatu kepada pihak yang terdiri atas beberapa orang. 
Seseorang berakad, terkadang merupakan orang yang memiliki 
hak (aqid ashi) dan terkadang merupakan wakil dari yang 
memiliki hak. 
b. Ma’qud alaih benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda 
yang dijual akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), dalam 
akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah. 
c. Maudhu ‘al’aqad ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan 
akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam 
akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari 
penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah 
ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan 
diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari 
pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada 
penggantian (‘wadh). Tujuan pokok akad ijarah adalah 
memberikan manfaat dengan adanya pengganti tujuan pokok 
‘irah adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang 
lain tanpa ada penggantinya. 
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d. Shigat al’aqad ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan 
penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai 
gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan 
kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang 
diucapkan setelah adanya ijab. 
Asas-asas kontrak syariah di bagi menjadi 6 diantaranya adalah 
sebagai berikut:31 
a) Asas Ikhtiyari (Asas Sukarela) 
Asas ikhtiyari menyatakan bahwa segala transaksi 
yang dilakukan harus atas dasar kehendak masing-masing 
pihak, serta harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari 
pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan 
pernyataan yang salah.  
 
 Bahwa segala perjanjian haruslah mendasarkan 
pada asas keridhaan. Apabila dalam melaksanakan 
perjanjian tidak terpenuhinya asas ini, maka sama artinya 
seperti memakan harta dengan cara yang bathil. 
b) Asas Taswiyah (Asas Kesetaraan) 
Dalam memenuhi kebutuhan hidup, Allah SWT 
telah memberikan atau melebihkan sebagian yang dimiliki 
oleh manusia yaitu dalam hal rejeki.  
                                                             
31 Abdul Rahman Gazali Dkk, Fiqh Muamalah. Hlm. 46.   
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Asas taswiyah ini merupakan asas kesetaraan bagi 
pelaku usaha dan konsumen, karena diantara pelaku usaha 
dan konsumen adanya perilaku saling membutuhkan satu 
dengan yang lain. Adanya asas ini membuat para pihak 
memiliki yang sama yaitu mempunyai kedudukan yang 
seimbang dalam menentukan dari suatu perjanjian. 
Sedangkan yang membedakan hanyalah ketakwaannya.32 
c) Asas Itikad Baik 
Dalam perjanjian dikenal asas itikad baik, yang 
artinya bahwa setiap orang yang membuat kontrak harus 
dilakukan dengan itikad baik. Ada tidaknya itikad baik para 
pihak bisa diuji dan diketahui dari pelaksanaan perjanjian 
atau perilaku para pihak dalam melaksanakan kontrak. 
Bahwa dalam Islam, niat dalam kontrak merupakan prinsip 
mendasar karena terkait dengan kepercayaan para pihak 
sebelum melakukan perbuatan.33 
d) Asas Sebab yang Halal 
Adanya asas sebab yang halal ini yaitu, dalam suatu 
kontrak sah dilakukan selama tidak ada dalil yang 
melarangnya. Dalam mengadakan suatu perjanjian para 
pihak tidak hanya melakukan kesepakatan terhadap pihak 
                                                             
32 Burhanuddin S, Hukum Kontrak Syari’ah, hlm. 43.  
 
33 Daeng Naja, Akad Bank Syari’ah, hlm. 36.  
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lainnya, melainkan sebelum memulai perbuatan para pihak 
harus memiliki niat sebagai bentuk keyakinan. 
e) Asas Hururiyah (Asas Kebebasan Berkontrak) 
Islam memberikan kebebasan kepada para pihak 
dalam membuat suatu perjanjian, bentuk dan isi perjanjian 
tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila para pihak 
telah menentukan bentuk dan isi dari perjanjian tersebut 
maka para pihak secara langsung menyepakati perjanjian 
tersebut dan harus melakukan hak dan kewajibannya 
masing-masing.34 
Pengertian asas kebebasan berkontrak dalam Islam 
berbeda dengan apa yang dimaksud kebebasan berkontrak 
dalam hukum konvensional. Perbedaannya bahwa 
kebebasan yang bersifat terkait dengan syara’. Karena 
bersifat terikat maka kebebasan berkontrak itu akan 
dibenarkan selama tidak bertentangan dengan syari’at 
islam, sehingga perjanjian tersebut boleh dilaksanakan.35 
Asas Hururiyah at-Ta’aqud ini juga dikenal sebagai asas 
kebebasan berkontrak yang telah ada dalam pasal 1338 
KUH Perdata. 
f) Asas Konsensualisme (ar-ridha’iyah) 
                                                             
34 Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2005), 
hlm. 31.  
 
35 Burhanuddin S, Hukum Kontrak Syariah, hlm. 42.  
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Asas ini menekankan adanya kesempatan yang 
sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya 
dalam mengadakan transaksi. Suatu akad baru lahir setelah 
dilaksanakan ijab dan kabul. Dalam hal ini diperlukan 
kejelasan pernyataan kehendak dan harus adanya 
kesesuaian antara penawaran dan penerimaan. Selain itu, 
harus adanya komunikasi antara para pihak yang 
bertransaksi dan di sini juga diperlukan adanya kerelaan 
kedua pihak mengenai hal-hal yang diakadkan.36 
Adapun macam-macam akad syariah yang termasuk dalam kontrak 
syariah salah satunya adalah akad Al-Wadi’ah yang akan dibahas 
dalam bab ini : 
1) Pengertian Akad Wadi’ah 
Barang titipan dikenal dalam bahasa fiqh dengan al-wadi’ah 
menurut bahasa al-wadiah ialah salah sesuatu yang ditempatkan bukan 
pada pemiliknya supaya dijaga (ma Wadi’a ‘inda Ghair Malikihi 
Layahfadzahu), berarti bahwa al-wadi’ah ialah memberikan. Makna 
yang kedua al-wadia’ah dari segi bahasa ialah menerima, seperti 
seseorang berkata, “awada’tuhu” artinya aku menerima harta tersebut 
darinya (qabiltu Minhu Dzalika al-Mal liyakuna Wadi’ah “indi). 
Secara bahasa alwadi’ah memiliki dua makna, yaitu memberikan harta 
                                                             
36 Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 34.  
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untuk dijaganya dan pada penerimanya (I’tha’u al-Mal Liyahfadzahu 
wafi Qabulihi). 
Definisi akad penitipan menurut sejumlah ulama pensyarah 
dalam Mazhab Hanafi adalah pemberian kewenangan dari seseorang 
kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik disampaikan secara 
terang-terangan dengan ucapan maupun dengan tidak langsung 
(dilaalah), seperti perkataan orang yang menitipkan barangnya kepada 
orang lain, “saya menitipkan benda ini kepadamu” lalu orang yang 
dititipi menerimanya. Ini adalah bentuk penitipan secara terang-
terangan. Adapun secara dilalah misalnya seseorang mendatangi orang 
lain dengan membawa pakaiannya dan meletakkannya dihadapannya 
sembari berkata ”ini adalah titipan padamu” lalu orang yang diserahi 
pakaian itu diam saja, maka dia menjadi orang yang dititipi secara 
dilaala. 
Orang yang menerima barang titipan tidak berkewajiban 
menjamin, kecuali bila ia tidak melakukan kerja dengan sebagaimana 
mestinya atau melakukan jinayah terhadap barang titipan. Berdasarkan 
sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Dar-alQuthni dan riwayat 
Arar bin Syua’ib dari Bapaknya, dari kakeknya bahwa Nabi saw. 
Bersabda; ”siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin” 
(HR. Daruqhutni). ia juga bersabda; “tidak ada kewajiban menjamin 
orang yang diberi amanat.” (HR.Baihaqi). 
2) Rukun-rukun Akad Al Wadi’ah 
47 
 
Menurut Syafiiyah al-wadi’ah memiliki tiga rukun, yaitu :37 
a. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah 
barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki 
menurut syara’. 
b. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkan 
bagi pentip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta 
syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil. 
c. Shigat ijab dan qabul al-wadi’a, disyaratkan pada ijab qabul 
yang dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas 
maupun samar. 
Akad wadi’ah merupakan akad tabarru’, akad yang 
mengandung kebaikan karena sifatnya tolong menolong 
antar sesama manusia. Wadi’ah memiliki sifat mengikat 
kedua belah pihak. 
Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun wadi’ah 
cukup ijab saja. Ijab dan qabul tidak harus diucapkan 
dengan jelas, tetapi bisa dikatakan dengan samar. 
Sedangkan jumhul ulama berpendapat bahwa rukun 
wadi’ah adalah sebagai berikut:38 
a. Orang yang berakad 
Syarat orang yang berakad yaitu baligh, berakal sehat 
dan cerdas menurut jumhur. Berakal saja tidak cukup, 
                                                             
37 Abdul Rahman Gazali Dkk, Fiqh Muamalah. Hlm. 47.   
38 Masjupri, Fiqh. (Sleman : Asnalitera, 2013), hlm. 183.   
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karena dalam akad wadi’ah kecerdasan sangat 
dibutuhkan. Sedangkan Mazhab Hanafi hanya 
mensyaratkan baligh saja. 
b. Barang titipan  
Syarat dari barang titipan yaitu jelas dan dapat 
dikuasai. Hal ini berhubungan dengan resiko yang 
timbul seperti kerusakan pada barang yang dititipkan. 
Apabila barang tersebut tidak dapat dikuasai, maka 
tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya jika 
terjadi kerusakan terhadap barang titipan tersebut 
sekalipun atas kelalaian orang yang dititipi. 
c. Sighat (Ijab Qabul) 
Syarat dari sighat (ijab qabul)harus dimengerti oleh 
kedua belah pihak, baik yang jelas maupun yang samar. 
 
 
3) Hukum Wadi’ah 
Berdasarkan dasar hukum yang telah diuraikan diatas hukum dari 
akad wadi’ah adalah boleh atau sunnah. Tetapi hukum wadi’ah 
dapat berubah karena kondisi yang melatarbelakangi. Sulaiman 
Rasyid dalam Fiqih Islam menjelaskan hukum wadi’ah terbagi 
menjadi:39 
                                                             
39 Masjupri, Fiqh. (Sleman : Asnalitera, 2013), hlm. 183  
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a. Sunnah  
Hukum Sunnah ini berlaku bagi seseorang yang merasa dirinya 
mampu untuk diberi amanah menjaga barang titipan milik 
orang lain. Sesuai anjuran dalam hukum Islam bahwa wadi’ah 
itu merupakan tindakan tolong menolong. Hukum sunnah ini 
berlaku apabila ada orang lain yang dapat dititipi, tapi jika 
tidak ada orang lain yang bisa dititipi maka hukum sunnah ini 
bisa menjadi wajib. 
b. Haram  
Hukum haram ini berlaku apabila seseorang tidak sanggup 
menjaga barang titipan sebagaimana mestinya. Karena seolah-
olah membukakan pintu untuk merusak barang titipan tersebut 
atau melenyapkannya. 
c. Makruh  
Hukum makruh ini berlaku apabila seseorang merasa 
dirinya bisa menjaga barang titipan tersebut, tetapi ia tidak 
yakin pada dirinya bisa menjaga barang tersebut 
sebagaimana mestinya, karena ia takut dia berkhianat 
terhadap orang yang menitipkan barang titipan kepadanya. 
4) Macam-macam Wadi’ah 
Pada dasarnya sifat akad wadiah adalah amanah bukan 
dhamanah, maksudnya orang yang dititipi (muwadda’) 
berkewajiban menjaga barang titipan sebagaimana ia menjaga 
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barang miliknya sendiri dan wajib mengembalikannya pada 
saat pemilik barang itu memintanya kembali. Secara umum 
wadiah terdiri dari dua jenis, yaitu:40 
a. Wadi’ah yad Al-Amanah 
Karakteristik wadi’ah yad-amanah antara lain sebagai 
berikut : 
a) Barang titipan tidak boleh digunakan oleh penerima 
titipan, 
b) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima 
amanah yang berkewajiban menjaga barang titipan 
tanpa boleh memanfaatkan, dan 
c) Sebagai konpensansi, penerima titipan berhak 
membebankan biaya kepada orang yang menitipkan. 
Konteks wadi’ah yad-amanah, apabila barang yang 
dititipkan rusak atau hilang maka bukan tanggung 
jawab penerima titipan, selama barang titipan tidak 
disalahgunakan. 
b. Wadi’ah Yad Al-Dhamanah 
Karakteristik wadi’ah yad al-dhamanah antara lain sebagai 
berikut : 
d) Barang titipan boleh dan dapat diambil manfaatnya 
oleh penerima titipan, dan 
                                                             
40 Ibid, hlm. 189  
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e) Karena barang titipan dimanfaatkan, tidak ada 
keharusan bagi penerima titipan memberikan hasil 
dari pemanfaatan barang titipan kepada pemilik 
barang. 
Konsekuensi hukum akad wadi’ah adalah kewajiban orang yang 
dititipi untuk menjaganya demi pemiliknya. Karena, dari pihak pemilik, 
akad wadi’ah adalah permintaan untuk menjaga dan penyerahan sesuatu 
sebagai amanah. Adapun dari pihak yang dititipi adalah komitmen untuk 
menjaga, sehingga ia wajib menjaganya.41 Menurut ibnu Taimiyah apabila 
seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-
benda tiitpan ada yang mencuri, sementara harta yang ia kelola tidak ada 
yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut 
wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini berdasarkan pada atsar 
Umar r.a. pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik r.a. ketika barang 
titipannya yang ada pada Anas r.a. dinyatakan hilang, sedangkan harta 
Anas r.a. sendiri masih ada. 
 
                                                             
41 Ibid, hlm. 190  
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BAB III 
PRAKTIK LAYANAN JASA PARKIR DI LUWES 
KARTASURA 
 
A. Gambaran Umum Toserba Luwes 
Toserba Luwes merupakan perusahaan swasta yang bergerak 
dalam bidang retail yang usahanya untuk mencukupi kebutuhan bahan 
pokok keluarga yang ada di Kota Solo. 
Dengan berjalannya waktu dan berkembangnya perusahaan serta 
untuk memuaskan pelanggan, sampai saat ini telah dibuka 13 cabang yang 
tersebar di berbagai daerah, baik dalam kota Solo, maupun daerah di luar 
kota Solo. Cabang tersebut antara lain : Ratu Luwes, Sami Luwes, Luwes 
Gading, Luwes Nusukan, Luwes Palur, Luwes Loji Wetan, Luwes Sragen, 
Luwes Wonigiri, Luwes Pati, Luwes Ungaran, Luwes Purwodadi, Luwes 
Delanggu, Luwes Ponorogo. 
   Dalam hal retail, Luwes memiliki segmen pasar tersendiri yaitu 
kalangan kelas menengah. Di samping itu Luwes melayani berbagai 
barang kebutuhan yang lengkap dan harga yang relatif murah.1 
 Toserba Luwes mempunyai sifat, tujuan dan lapangan usaha 
sebagai berikut. 
a. Sifat  
Luwes adalah perusahaan retail yang mempunyai sifat sebagai berikut. 
                                                             
1 Luwes Retail Group, dikutip dari http://www/luwesretailgroup.co.id/2013.html diaskes 
tanggal 16 September 2019. Jam 16.00 
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1) Pelayanan Jasa 
2) Penghasil Laba 
3) Kemanfaatan Umum 
b. Tujuan  
Tujuan Luwes adalah menyediakan barang kebutuhan masyarakat 
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara terus menerus. 
c. Lapangan Usaha  
Luwes dalam melayani barang kebutuhan kepada masyarakat 
mempunyai bidang usaha sebagai berikut. 
1) Penyediaan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. 
2) Menjual barang-barang kebutuhan masyarakat yang lengkap dan 
harga yang murah bagi masyarakat. 
3) Menyelenggarakan pelayanan yang baik kepada masyarakat. 
Lokasi Perusahaan 
Lokasi perusahaan letak dimana perusahaan melaksanakan 
aktivitasnya. Luwes Kartasura di Jalan Adi Sumarmo No. 95 
Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah Kode Pos 
57165 
Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan yang mendasari dari 
pemilihan letak perusahaan yaitu sebagai berikut. 
a) Lokasi strategis yaitu berada di tengah kota, sehingga dekat dengan 
kegiatan masyarakat. 
b) Di daerah perdagangan. 
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Letak yang di daerah perdagangan sangat baik, karena banyak 
masyarakat yang melakukan aktivitas bisnis. 
Bentuk Badan Hukum  
Bentuk Badan Hukum Luwes adalah Perusahaan Dagang. 
Pemilik Perusahaan  
Perusahaan Luwes adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
retail, dimana memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat 
beragam. Dalam hal ini, pemilik sahamnya dimiliki oleh Bapak 
Handoko. 
Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas  
Struktur organisasi diperlukan dalam setiap perusahaan mengenai 
bentuknya tidak sama antara perusahaan yang satu dengan yang 
lainnya. 
STRUKTUR ORGANISASI LUWES 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIREKTUR 
STORE MANAGER 
AREA MANAGER 
BAGIAN KEUANGAN 
KASIR 
SECURITY 
CLEANING SERVICE 
LOGISTIK 
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B. Praktik Layanan Jasa Parkir di Luwes Kartasura 
1. Tugas dan Wewenang Petugas Parkir di Luwes Kartasura 
a.  Hak dan Kewajiban Pengelola Parkir 
1) Hak Pengelola Parkir adalah sebagai berikut : 
a) Mengelola tempat lahan parkir di Luwes Kartasura 
b) Memperoleh hasil pungutan retribusi yang telah 
dilakukan petugas parkir sebesar 35% dari pendapatan 
parkir. 
c) Mendapatkan perlindungan keamanan dari Pemerintah 
Daerah dari kegiatan parkir ilegal atau tidak resmi dan 
d) Mendapatkan jaminan kepastian dalam mengelola lahan 
parkir.2 
2) Kewajiban Pengelola Parkir adalah sebagai berikut : 
a) Menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan 
kelancaran lalu lintas di Luwes Kartasura. 
b) Menyerahkan hasil pungutan retribusi kepada Walikota 
melalui Dinas sesuai kontrak atau ketetapan retribusi. 
c) Memungut tarif retribusi sesuai dengan Peraturan 
Daerah tentang Retribusi Daerah. 
d) Membina dan memperkerjakan petugas parkir yang 
cakap, jujur dan terampil; dan  
                                                             
2 Wawancara Bapak Syahid (Koordinator Juru Parkir Luwes Kartasura), Wawancara 
Pribadi, 15 September 2019. Jam 11.30  
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e) Mematuhi dan melaksanakan hubungan Perburuhan 
atau Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan 
Perundang-Undangan di bidang ketenagakerjaan. 
2. Fasilitas Pengguna Parkir di Luwes Kartasura 
Dalam menjalankan usahanya, Luwes Kartasura memiliki area 
parkir yang bisa menampung kendaraan yang lumayan banyak. Luas 
areanya sendiri kurang lebih 1000 m yang terdiri dari parkir dalam dan 
parkir luar. Dalam sehari parkiran bisa berisi sekitar 300 motor bahkan 
bisa lebih. Area parkir di Luwes memudahkan konsumen dengan 
memberikan karcis setiap masuk ke dalam Luwes tanpa adanya karcis 
elektrik. Dengan adanya parkir di dalam area Luwes membuat 
konsumen lebih nyaman memarkirkan kendaraan sehingga tidak 
terkena matahari. 
“Kami memang menyediakan parkir di dalam agar pelanggan 
merasa nyaman menitipkan kendaraan mereka”.3 
3. Bentuk Tanggung Jawab Pengelola Parkir dan Penyelesaian 
Dalam jasa parkir telah terjadi penitipan barang berupa kendaraan 
bermotor apabila pihak yang menaruh atau menghentikan kendaraan 
bermotor dalam beberapa saat, pada tempat parkir yang disediakan 
oleh pelaku usaha jasa parkir baik dalam sebuah bangunan atau 
tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas 
                                                             
3  Wawancara Bapak Syahid (Koordinator Juru Parkir Luwes Kartasura), Wawancara 
Pribadi, 15 September 2019. Jam 11.30 
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ataupun tidak, telah menerima bukti perjanjian parkir berupa klausula 
baku yaitu karcis parkir. 
Pasal 1697 KUHPerdata menetapkan, “Penitipan itu tidaklah telah 
terlaksana selainnya dengan penyerahan barangnya secara sungguh-
sungguh atau secara diperangkakan”.4 
Pasal 1706 KUHPerdata menetapkan, “Si penerima titipan 
diwajibkan mengenai perawatan barang yang dipercayakan padanya, 
memelihara dengan sama seperti ia memelihara barang-barangnya 
sendiri.”5 
Pasal 1707 KUHPerdata menetapkan, “Ketentuan pasal yang lalu 
harus dilakukan lebih keras: 
a. Jika si penerima titipan telah menawarkan dirinya untuk 
menyimpan barangnya; 
b. Jika ia telah meminta diperjanjikan sesuatu upah untuk 
menyimpannya; 
c. Jika penitipan telah terjadi sedikit banyak untuk 
kepentingan si penerima titipan; 
d. Jika telah diperjanjikan bahwa si penerima titipan akan 
menanggung segala macam kelalaian.6 
 
                                                             
4 Pasal 1697 KUHPerdata  
 
5 Pasal 1706 KUHPerdata  
 
6 Pasal 1707 KUHPerdata  
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Pasal 1714 KUHPerdata menetapkan, “Si penerima titipan 
diwajibkan mengembalikan barang yang sama itu telah diterimanya”.7 
Pasal 1719 KUHPerdata menetapkan, Si penerima titipan tidak 
diperbolehkan mengembalikan barang titipannya selain kepada orang 
yang menitipkan kepadanya, atau kepada orang yang atas namanya.8 
Seperti halnya di Luwes Kartasura bentuk  dari jasa parkir tidak 
seperti perjanjian-perjanjian lainnya yang sudah bersifat konsensual 
yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal 
pokok dari perjanjian itu. Pada tempat parkir yang disediakan di 
Luwes Kartasura dinyatakan telah menitipkan barang jika menerima 
bukti perjanjian parkir berupa klausula baku yaitu karcis parkir. 
“Pelanggan datang dan kita memberikan karcis lalu membayar 
retribusi parkir sebesar Rp.1000,00.”9 
Ketentuan Parkir Customer Luwes Kartasura : 
a) Parkir kendaraan dikhususkan untuk customer Luwes 
Kartasura. 
b) Parkirlah kendaraan anda di lokasi parkir yang telah ditentukan. 
c) Jam operasional parkir pukul 08.30-21.30 WIB. 
d) Tidak meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan 
ketika parkir. 
                                                             
7 Pasal 1714 KUHPerdata  
 
8 Pasal 1719 KUHPerdata  
 
9 Wawancara Bapak Syahid (Koordinator Juru Parkir Luwes Kartasura), Wawancara 
Pribadi, 15 September 2019. Jam 11.30   
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e) Segala bentuk kerusakan dan kehilangan pada kendaraan bukan 
menjadi tanggung jawab kami. 
f) Tidak diperkenankan parkir di area toko, saat toko tidak 
beroperasi. 
g) Sanksi administratif akan diberikan kepada kendaraan yang 
tetap parkir di area toko, saat toko tidak beroperasi. 
*Mobil / Jam : Rp.30.000,- 
*Motor / Jam : Rp.20.000,- 
Peraturan Parkir di Luwes Kartasura : 
a) Jangan meninggalkan barang berharga dikendaraan, 
b) Periksa kembali kendaraan sebelum meninggalkan 
kendaraan di area parkir 
c) Helm, Jaket dan barang berharga yang hilang bukan 
tanggung jawab kami. 
d) Area ini sudah terpasang CCTV, kejahatan apapun akan 
kami laporkan kepada pihak yang berwajib.10 
“Bentuk kerusakan dan kehilangan barang memang bukan 
tanggung jawab pengelola parkir Luwes, karena sudah tercantum 
didalam karcis Kehilangan bukan tanggung jawab Luwes).”11 
 Namun dalam prakteknya, jika terjadi kelalaian petugas parkir 
memang pihak parkir luwes tidak memberikan ganti rugi maupun 
                                                             
10  Klausul Ketentuan Parkir Customer Luwes Kartasura 
  
11 Wawancara Bapak Tomi (Kepala Bidang Parkir Luwes Kartasura), Wawancara 
Pribadi, 15 September 2019. Jam 12.30 
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bertanggung jawab jika adanya kehilangan barang / kendaraan disana 
dikarenakan terdapat klausul dikarcis maupun spanduk yang berada 
ditempat parkir. 
Menurut Sultan Remy Sjahdeini dalam buku Hukum Perlindungan 
Konsumen mengartikan kontrak baku sebagai perjanjian yang hampir 
seluruh klausula-klausulanya dibakukan oleh pemakainya dan pihak 
yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk 
merundingkan atau meminta perubahan. Adapun yang belum 
dibakukan hanya beberapa hal saja, seperti jenis barang, warna, harga, 
waktu, tempat. Dengan kata lain yang dibakukan bukanlah formulir 
perjanjian tersebut melainkan klausula-klausulanya.12 
Berdasarkan pengamatan yang dilaksanakan di Luwes Kartasura 
yang telah menerapkan klausula baku yang dituangkan dalam bentuk 
karcis, adapun ciri-ciri isi karcis sesuai ketentuan Luwes Kartasura 
adalah sebagai berikut : 
a. Tarif parkir tercantum pada rambu parkir 
b. Apabila karcis pakir ini hilang petugas berwenang memeriksa 
STNK dan akan dikenakan denda; 
c. Jangan meninggalkan barang-barang  berharga didalam 
kendaraan anda; 
d. Kehilangan Bukan Tanggung Jawab Luwes.13  
                                                             
12 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Jakarta : PT. Grasindo . 2006) 
hlm. 146. 
  
13 Karcis Parkir Luwes Kartasura   
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Berdasarkan penjelasan dan ketentuan-ketentuan diatas bisa ditarik 
kesimpulan bahwa perjanjian baku merupakan suatu perjanjian yang 
telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak yang memiliki 
kedudukan kuat dalam bertransaksi (pelaku usaha) yang dituangkan 
dalam bentuk karcis atau formulir yang diwajibkan kepada konsumen. 
Pihak pengelola parkir khususnya yang memiliki ketentuan isi karcis 
sendiri, selain memiliki peran sebagai pelaku usaha dia juga sebagai 
penanggung jawab dari adanya ketentuan yang mereka buat. Pada 
dasarnya lembaga pemerintah telah mewajibkan karcis yang dibuatnya 
digunakan serta diwajibkan untuk diberikan kepada konsumen, namun 
kenyataanya ada beberapa pelaku usaha yang tidak menyetujui hal itu 
dan pada akhirnya menerbitkan ketentuan dan isi dalam karcis itu 
sendiri.  
“Pihak Luwes memang membuat karcis sendiri karena perusahaan 
kita dirikan bersama-sama dengan sekelompok orang, kita tidak 
menggunakan karcis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.”14 
Jadi dapat disimpulkan bahwa Koordinator parkir Luwes Kartasura 
membuat karcis secara mandiri dikarenakan ingin mengantisipasi 
biaya, juga dapat memberikan upah yang lebih besar kepada para jukir, 
Namun hal ini perlu ditekankan bahwa keberadaan Klausula yang 
ditetapkan oleh Kepala bidang parkir tidak sama dengan klausula yang 
dibuat oleh Pihak Dinas Perhubungan Kota. Sehingga hal ini akan 
                                                                                                                                                                       
 
14 Wawancara Bapak Tomi (Kepala bidang Parkir Luwes Kartasura), Wawancara 
Pribadi, 15 September 2019. Jam 12.30 
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menimbulkan perbedaan mengenai pertanggung jawaban yang akan 
ditanggung oleh Pelaku usaha itu sendiri. 
Menurut Habib Nazar pada hakekatnya pencantuman klausula 
baku dalam kontrak baku tidaklain adalah adanya pembagian beban 
resiko yang sesuai, meskipun dalam prakteknya makna kalusula baku 
sering disalahgunakan oleh pelaku usaha yang tidak hanya untuk 
membebaskan dari beban tanggung jawab secara berlebihan, tetapi 
juga sampai pada penghapusan tanggung jawab. Dalam hal ini pihak 
yang menentukan syarat-syarat atau isi perjanjian biasanya pelaku 
usaha yang memiliki kedudukan ekonomi yang kuat atau tinggi, 
sedangkan pihak konsumen memiliki kedudukan ekonommi lemah dan 
tingkat pengetauan yang rendah. Dan karena didorong oleh kebutuhan, 
konsumen mau saja menerima syarat-syarat yang diberikan oleh 
pelaku usaha.15 
Berdasarkan penelitian yang terjadi di lapangan terkait dengan 
Penerapan karcis pada layanan jasa parkir di Luwes Kartasura yang 
berbunyi “kehilangan bukan tanggung jawab Luwes” merupakan 
ketentuan yang telah ditetapkan atau dibakukan oleh pengelola parkir, 
walaupun pada dasarnya ketentuan itu bersifat tidak adil dan 
merugikan kedudukan konsumen, namun dalam hal ini sesuai dengan 
paparan yang telah disampaikan oleh Koordinator parkir Luwes 
Kartasura yaitu : 
                                                             
15 Habib Nazir dan Muh. Hasan, Ensiklpedia Ekonomi dan Perbankan Syari’ah 
(Bandung: Kaki Langit, 2004) hlm. 246.  
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“Bahwa setiap adanya kehilangan barang merupakan bukan 
tanggung jawab tukang parkir atau pihak Luwes Kartasura. Itu 
merupakan kelalaian dari konsumen sendiri yang meninggalkan barang 
berharganya. Dan kami dari pihak Luwes Kartasura tidak memberikan 
ganti rugi atau pertanggung jawaban jika terjadi kehilangan. Karena 
sudah jelas tertulis dikarcis itu sendiri “Kehilangan bukan tanggung 
jawab Luwes”.16 
Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 
penerapan isi karcis yang berbunyi “kehilangan bukan tanggung jawab 
Luwes” merupakan hal yang secara sengaja mengalihkan tanggung 
jawab seorang pelaku usaha ke konsumen dengan membebankan 
tanggung jawab karena tidak mengganti kerugian yang dialami 
konsumen ketika terjadi kehilangan barang yang dititipkan ke pihak 
parkir. Oleh karena itu Pelaku Usaha juga harus mengedepankan 
kesamaan hak dan kewajiban kepada konsumen agar kedua belah 
pihak tidak saling dirugikan. 
 
                                                             
16 Wawancara Bapak Syahid (Koordinator Juru Parkir Luwes Kartasura), Wawancara 
Pribadi, 15 September 2019. Jam 11.30 
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BAB IV 
ANALISIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN 
AKAD AL-WADI’AH TERHADAP LAYANAN JASA PARKIR DI LUWES 
KARTASURA 
 
A. Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Layanan 
Jasa Parkir di Luwes Kartasura  
Hakikatnya klausula baku telah banyak berlaku di masyarakat. 
Pemberlakuan klausula baku bertujuan untuk memudahkan memberikan 
pelayanan kepada mitra bisnis yang akan menggunakan produknya 
(barang/jasa). Meskipun praktik pemberlakuan klausula baku (eksonerasi) 
tidak dapat dihindarkan, namun untuk menertibkan penggunaannya 
Pemerintah telah memberikan batasan-batasan (larangan) agar tidak 
merugikan konsumen.1 
Melihat dari hasil wawancara peneliti akan menganalisis dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
Pasal 18 :2 
1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa yang 
ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau 
mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau 
                                                             
1 Burhanuddin, Hukum Perlindungan Konsumen hlm. 25. 
  
2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18. Hlm 
94.  
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perjanjian apabila (a) menyatakan pengalihan tanggung jawab 
pelaku usaha. 
2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak 
atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara 
jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. 
3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha 
pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan 
batal demi hukum. 
Pada pasal 18 ayat 1 di atas, menjelaskan bahwa larangan yang 
dimaksud adalah untuk menempatkan kedudukan konsumen 
setara dengan pelaku usaha berdasarkan asas kebebasan 
berkontrak. Bahwa ketentuan dari pasal tersebut, larangan 
dalam penggunaan klausula baku dikaitkan dengan 2 hal yaitu, 
mengenai isi atau materi dan bentuk penulisannya. Berdasarkan 
segi materi, klausula baku dilarang memuat ketentuan yang 
tidak adil, sehingga hanya menguntungkan satu pihak dan 
merugikan pihak lainnya. Apabila dari segi materi tersebut 
memenuhi syarat asas keadilan bagi kedua belah pihak maka 
diperbolehkan. Sedangkan dari segi penulisannya, klausula 
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baku harus dijelaskan secara jelas sehingga dapat dipahami 
oleh konsumen.3 
Dalam karcis yang diterapkan di Luwes Kartasura 
menyatakan bahwa “Kehilangan bukan tanggung jawab 
Luwes”. Penerapan isi klausula tersebut merupakan pernyataan 
yang sulit dimengerti oleh konsumen oleh karenanya ketentuan 
ini tidak bisa dipertanggung jawabkan. 
Berdasarkan dan penjelasan dari petugas parkir Luwes 
Kartasura maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran 
yang dicantumkan dalam pasal 18 ayat 1 UUPK adalah 
peraturan yang bersifat mutlak, karena pelaku usaha 
menyampaikan atau menuangkan klausula tersebut secara 
tertulis dan tidak bisa dikatakan sah, karena pernyataan 
“Kehilangan bukan tanggung jawab Luwes” masih 
memerlukan penjelasan yang luas dari pihak pengelola parkir 
karena tidak semua konsumen itu cerdas dan bisa menafsirkan 
pernyataan tersebut. Maka klausula tersebut masih bisa 
dikatakan mengandung klausula eksonerasi yaitu pengalihan 
tanggung jawab yang semestinya di tanggung oleh pengelola 
parkir bukan dibebankan kepada konsumen. 
Terkait dengan penjelasan diatas bahwa dalam pembuatan 
klausula baku perjanjian harus didasari dengan itikad baik 
                                                             
3 Burhanuddin S. Pemikiran hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi halal hlm. 
27.  
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(good faith) dan kejujuran. Karena praktik itikad baik dan 
kejujuran yang dilakukan oleh pelaku usaha merupakan kunci 
keabsahan dari suatu klausula baku itu sendiri sehingga 
konsumen secara tidak langsung telah terbebas dari penipuan 
atau kecurangan dari pelaku usaha. 
Hal ini sesuai dengan pasal 7 UU No. 8 Th 1999 tentang 
Tanggung Jawab Pelaku Usaha, sebagai berikut :4 
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
Penerapan klausula baku khususnya dalam layanan jasa 
parkir harus mengedepankan kejujuran, kesetaraan dan 
keseimbangan hak dan kewajiban anatara pelaku usaha dan 
konsumen. 
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur 
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta 
memeberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan 
pemeliharaan.  
Maksudnya klausula yang diterapkan harus jelas dan 
transparan, terkait klausula layanan jasa parkir harus 
diperjelas supaya konsumen juga dapat memahami dengan 
mudah.  
                                                             
4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7.   
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c. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau pergantian 
pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang 
diperdagangkan. 
Sehubungan dengan hal itu dalam penjelasan sebelumnya 
telah dibahas bahwa klausula baku layanan jasa parkir yang 
berbunyi “Kehilangan bukan tanggung jawab Luwes”, maka 
pasal 18 ayat 3 yang telah disebutkan diatas, menyatakan 
bahwa ketentuan yang telah memenuhi pasal 18 ayat 1 dan2 
dinyatakan batal demi hukum, jadi klausula tersebut masih bisa 
berlakku namun keberadaan klausula itu tidak dibenarkan oleh 
kuasa hukum. 
B. Tinjauan Akad Al-Wadi’ah dalam Layanan Jasa Parkir di Luwes 
Kartasura 
Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua 
orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi 
kedua belah pihak hak dan ijtihad yang diwujudkan oleh akad tesebut. 
Akad syari’ah mempunyai rukun yaitu adanya aqid (orang yang 
melakukan akad), ma’qud (benda-benda yang diakadkan), ma’qud alaih 
(tujuan mengadakan akad tersebut) dan shigat al ‘aqad (ijab dan qabul). 
Adapun akad syari’ah itu memiliki beberapa asas yang dijadikan 
sebagai landasan atau dasar untuk membuat dan menjalankan kontrak 
dengan benar sesuai dengan syari’at islam, diantaranya adalah sebagai 
berikut : 
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1. Asas Ar-Ridaiyah (konsensualisme), asas ini menekankan 
adanya kesempatan bagi para pihak untuk menyatakan 
keinginannya dalam mengadakan transaksi. 
2. Asas Hururriyah (kebebasan berkontrak), islam memberikan 
kebebasan kepada para pihak dalam membuat suatu perjanjian, 
bentuk dan isi perjanjian tersebut oleh para pihak. 
3. Asas sebab yang halal, dalam suatu kontrak sah dilakukan 
selama tidak ada dalil yang melarangnya. 
4. Asas Taswiyah (kesetaraan), merupakan asas kesetaraan bagi 
pelaku usaha dan konsumen, karena diantara pelaku usaha dan 
konsumen adanya perilaku saling membutuhkan satu dengan 
yang lain. 
Keterkaitan antara asas tersebut dengan perjanjian yang dibuat oleh 
pelaku usaha dalam layanan jasa parkir di Luwes Kartasura, klausula 
yang menyatakan “kehilangan bukan tanggung jawab Luwes” merupakan 
perjanjian atau kontrak yang sepihak yang dibuat oleh pengelola parkir 
itu sendiri. Klausula tersebut bertentangan dengan asas kesetaraan dan 
klausa yang halal, yang mana klausula tersebut dibuat secara sepihak dan 
tidak adanya unsur keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha, 
karena klausula tersebut merupakan pernyataan pengalihan tanggung 
jawab yang seharusnya ditanggung oleh pengelola parkir bukan kepada 
pemilik kendaraan atau konsumen. Meskipun pada umumnya klausula 
tersebut tidak mengikat namum klausula sifatnya tertulis, maka kontrak 
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tersebut tetap bisa dikatakan tidak sesuai dengan asas-asas kontrak 
syari’at. 
Jadi penerapan klausula karcis yang diberlakukan di Luwes 
Kartasura tidak sesuai dengan asas-asas yang diberlakukan dalam 
perjanjian syari’ah, oleh karenanya pengelola Luwes seharusnya lebih 
pintar dalam merumuskan klausula karcis tersebut. 
Ada beberapa macam akad syari’ah/perjanjian syari’ah yang 
digunakan dalam praktik muamalah, namun disini peneliti hanya 
memfokuskan kepada akad Al Wadi’ah terkait dengan tanggung jawab 
pengelola parkir. 
Dalam bahasa fiqh Wadi’ah berarti barang titipan atau 
memberikan, juga diartikan i’tha’u al-mal liyahfadzahu wa fi qabulili 
yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya. Karena 
itu istilah wadi’ah sering disebut sebagai sesuatu yang ditempatkan 
bukan pada pemiliknya supaya dijaga.5 
Menurut Madzhab Hanafi akad wadi’ah adalah pemberian 
kewengangan dari seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, 
baik disampaikan secara terang-terangan dengan ucapan maupun dengan 
secara tidak langsung.6 Adapun menurut hanfiyah rukun al-wadi’ah ada 
satu, yaitu ijab dan qabul sedangkan lainnya termasuk syarat dan tidak 
termasuk rukun. 
                                                             
5 Dwi Suwiknyo, Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam (Bandung:2012) hlm. 95.  
 
6 Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam (Jakarta:Gema Insani 2011) hlm. 56.  
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Berdasarkan penjelasan diatas,perjanjian/akad yang diterapkan 
dalam layanan jasa parkir termasuk dalam akad Wadi’ah/titipan, karena 
jika di lihat dari praktiknya pengella parkir bertugas untuk menjaga 
harta/barang konsumen (termasuk sepeda motor, helm dan barang 
lainnya), jadi pengelola parkir adalah orang yang dititipkan (muwadda’) 
dan konsumen merupakan orang yang menitipkan (muwaddi’), dan jika 
konsumen telah menyerahkan barangnya kepada petugas parkir maka 
terjadilah Ijab dan Qabul diantara keduanya didasarkan ketentuan yang 
telah disepakati. 
Maksudnya adalah, orang yang menerima titipan (muwadda’) 
memiliki tugas menjaga dan memelihara barang yang dititipi oleh penitip 
(muwaddi’), tetapi orang yang menerima titipan tidak berhak menjamin 
ketika barang yang dititipi tersebut rusak atau hilang tanpa sengaja lalai 
dalam mengawasi barang titipan tersebut, tetapi jika barang yang dititipi 
tersebut hilang atau rusak karena kelalaian dari orang yang dititipi 
(muwadda’) maka berhak memberikan jaminan atas hilang atau rusaknya 
benda atau barang tersebut. 
Ibnu Taymiyah juga menjelaskan apabila seseorang yang 
memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada 
yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, 
maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib 
menggantinya. Pendapat Ibnu Taymiyah ini berdasarkan pada Umar r.a 
Pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik r.a ketika barang titipannya 
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yang ada pada Anas r.a dinyatakan hilang sedangkan harta Anas sendiri 
masih ada.7  
Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa konsumen 
berhak menuntut jaminan atau kerugian yang dialaminya ketika barang 
atau sepeda motornya hilang atas keteledoran dari pengelola parkir, dan 
pihak pengelola parkir itu wajib mengganti biaya kerugian yang diderita 
oleh konsumen. Pada dasarnya konsumen memiliki beberapa hak 
diantaranya hak untuk mendapatkan pelayanan yangbaik, hak untuk 
mendapatkan kenyamanan, keselamatan dan keadilan, dan pelaku usaha 
harus memenuhinya. Namun ketika salah satu dari hak itu tidak terpenuhi 
maka ada kesalahan terkait dengan tanggung jawab yang dijalankan oleh 
pelaku usaha. 
 
                                                             
7 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah. Hlm. 185  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Melihat hasil dan pembahasan diatas yang sudah dianalisis maka peneliti 
menyimpulkan : 
1. Dalam praktiknya layanan jasa parkir di Luwes Kartasura 
menggunakan ketentuan-ketentuan yang dibuat sendiri oleh pihak 
Luwes, seperti halnya dalam pembuatan karcis yang mencantumkan 
“kehilangan bukan tanggung jawab Luwes” merupakan hal yang 
secara sengaja dibuat untuk mengalihkan tanggung jawab seorang 
pelaku usaha ke konsumen dengan membebankan tanggung jawab 
karena tidak mengganti kerugian yang dialami konsumen ketika terjadi 
kehilangan atau kerusakan barang karena kelalaian / keteledoran si 
pengelola parkir. 
2. Kesimpulan berdasar Undang-Undang dan Akad Al-Wadi’ah : 
a. Berdasarkan Tinjauan Undang-Undang NO. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen khususnya di dalam Pasal 18 UUPK pada 
penerapan klausula baku pada layanan jasa parkir yang dituangkan 
dalam bentuk karcis yang berbunyi “kehilangan bukan tanggung 
jawab Luwes”, yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku 
karena dalam UUPK pasal 18 ayat 1 (a), 2 dan 3 telah dijelaskan 
bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan mengenai pengalihan 
tanggung jawab, namun pada kenyataannya koordinator parkir 
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telah membuat klausula dan digunakan sebagai acuan jika terjadi 
kehilangan, maka klausula tersebut tidak sesuai dengan UUPK 
karena dengan sengaja mengalihkan tanggung jawab dan klausula 
tersebut dinyatakan batal demi hukum. 
b. Bahwasannya dalam akad al wadi’ah resiko yang terjadi akibat 
kelalaian atau keteledoran pengelola parkir, konsumen berhak 
menuntut jaminan atau kerugian yang dialaminya ketika barang 
hilang atau rusaknya kendaraan yang di parkir, dan pihak pengella 
parkir wajib mengganti biaya kerugian yang diderita oleh 
konsumen. Namun jika tidak ada kelalaian dan keteledoran dari 
petugas parkir maka obyek ditanggung oleh si pemilik barang. 
B. Saran  
Berdasarkan keterbatasan penelitian di atas maka dapat disarankan hal-hal 
sebagai berikut 
1. Untuk jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, mahasiswa mendalami 
terkait dengan Undang-Undang yang berlaku agar mahasiswanya bisa 
mensosialisasikan kepada masyarakat atau pelaku usaha yang kurang 
memahami hukum dan peraturan perundang-undangan. 
2. Pelaku usaha atau koordinator layanan jasa parkir di Luwes Kartasura 
seharusnya lebih cermat dalam merumuskan Klausula Baku yang 
dituangkan dalam bentuk karcis dengan berlandaskan itikad baik dan 
Undang-Undang yang telah diberlakukan. 
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3. Untuk akademisi seharusnya memberikan pengawasan khusus terkait 
dengan permumusan Klausula Baku dalam layanan jasa parkir agar 
tercipta keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban. 
 
 
 
73 
DAFTAR PUSTAKA 
Buku 
Afandi, M. Yazid, Fiqh Muamalah dan  Implementasinya dalam Lembaga 
Keuangan Syari’ah, Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009. 
 
Amirrudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Raja Grafindo 
Persada, 2004. 
 
Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syari’ah, Jakarta : Rajawali Pers, 2010. 
 
Bambang, Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta:Sinar Grafika, 
2008. 
 
Burhanuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal,  
 Jakarta : Sinar Grafika, 2013. 
 
Chairuman dan Suharwandi K. Lubis, Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam, 
Jakarta : Sinar Grafika, 1996. 
 
 Fajar Mukti  dan Achmad  Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 
Empiris, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010. 
 
Gunawan, Widjaja dan Yani Ahmad, Hukum tentang Perlindungan Konsumen,  
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001. 
 
Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak 
Komersial, Jakarta : Kencana, 2010.  
 
Meliala, Adrianus, Praktik Bisnis Curang, Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 1993. 
 
Muthiah, Aulia, Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta: Pustaka Baru, 
2018. 
 
Naja, Daeng, Contract Drafting, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.  
 
Sarwono, Jonathan, Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, Yogyakarta: 
Graha Ilmu, 2006. 
 
Siwi, Celina Tri, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.  
 
Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, Penelitian Hukum Normatif (Suatu 
Tinjauan Singkat), Jakarta:Rajawali Pers, 2001. 
 
74 
 
Subekti, R., Aneka Perjanjian, Cetakan Kesepuluh, Bandung : PT. Citra Aditya 
Bakti, 1995. 
 
Zainuddin, Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2001. 
 
Zulham, S., Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana, 2012. 
 
Skripsi/ Desertasi/ Jurnal 
Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah / Pentafsir Al-Qur’an, Jakarta : Maret, 1971. 
 
M. Ni’am Al-Fariz yang berjudul “Penyelenggaraan Perparkiran di Kota 
Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 
Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran)” 
 
Noor, Juliansyah, Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya 
Ilmiah, Jakarta : Predana Media Grup, 2013. 
 
Rachamnto Satuhu, “Kendala Dinas Perhubungan dalam mengawasi dan 
memberi Pembinaan bagi pengelola parkir untuk mencegah penggunaan 
klausula eksonerasi pada karcis (Studi di Dinas Perhubungan Kota 
Malang)”, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas 
Brawijaya Fakultas Hukum, Malang 2013 di akses pada 12 Desember 
2018. 
 
Tri Karyono, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Layanan 
Parkir Terhadap Penggunaan Klausula Baku Dalam Karcis Berdasarkan 
UU Nomor 8 Tahhun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Wilayah 
Kota Yogyakarta”, tesis, Magister Hukum Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta, 2002. 
 
Internet/ Web 
http://www.hukumonline.com diunduh pada tanggal 12 Desember 2018. 
Jam 10.30 
Luwes Retail Group, dikutip dari 
http://www/luwesretailgroup.co.id/2013.html diaskes tanggal 16 
September 2019. Jam 16.00 
 
Direktur Jendral Perhubungan Darat, “Pedoman Teknis Penyelenggaraan 
Fasilitas Parkir” dikutip dari  fasilitas_parkir.pdf diakses tanggal 19 
September 2019. 
 
75 
 
LAMPIRAN 
1.1 Ketentuan Parkir Konsumen 
 
76 
 
1.2  Keadaan Parkir Luwes Kartasura 
 
 
 
1.3 Karcis Luwes Kartasura  
 
 
 
77 
 
1.4 Wawancara bersama Pak Sahid Juru Parkir 
  
78 
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Nama     : Yayin Windy Rahmawati 
Tempat, Tanggal dan Lahir  : Sukoharjo, 2 Desember 1995 
Alamat  : Dungbang 01/04, Ngadiluwih, Matesih, 
Karanganyar  
Jenis Kelamin   : Perempuan  
Agama    : Islam 
E-mail    : windyyayin@gmail.com 
Pendidikan    : 
- TK Aisiyah Bustanul Athfal Karanganyar 
- MIM Ceporan  
- SMP Negeri 1 Matesih  
- SMK Negeri 1 Karanganyar  
 
 
 
